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ABSTRAK

CATATAN

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang
pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga Pemerintah
Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya. Puskesmas sebagai salah
satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu
Puskesmas dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang
ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014;
UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019;
Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perbup No. 33 Tahun 2023; Perbup No. 46 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar Pelayanan
Minimal dimaksudkan untuk panduan bagi Puskesmas Kabupaten Pemalang dalam
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Standar
Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada
masyarakat. Puskesma mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai
tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya
kecamatan sehat. Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat
pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Upaya kesehatan masyarakat
tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan
masyarakat pengembangan. Standar Pelayanan Minimal meliputi 3 komponen terdiri dari
Idnikator, Standar dan Batas waktu pencapaian. Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD
melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
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